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JIUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3),_Oktober 2022,
2135-2141 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN
2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2463 Penerapan Prinsip
Noodweer dalam Kasus Anak yang Berperkara Dengan Hukum Melalui
Sistem Peradilan Pidana Anak Agatha Nalaroses Thomas*, Marthsian Y.
Anakotta Universitas Katolik Darma Cendika *Correspondence email:
agatha.thomas@student.ukdc.ac.id Abstrak. Anak yang berperkara
dengan hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang
dewasa yang berperkara dengan hukum. yang menjadi pembeda ketika
anak berperkara dengan hukum ialah terdapat dalam sistem peradilan
yang dijalaninya.Istilah anak dalam UU SPPA dikaitkan dengan anak
yang memiliki konflik dengan pelanggaran hukum, yang dimana
pelanggaran hukum tersebut berorientasi masuk wilayah tentang anak
dan hal ini tidak ditunjukan pelaku anak, tetapi ditujukan kepada korban
anak dan saksi anak yang dilindungi secara hukum. Dalam tindak
pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ia tidak serta merta
terhindar atau lepas dari tuntutan pidana.Terhadapnya disebut sebagai
anak yang berperkara dengan hukum.Hukum hanya dapat mengatur
dan menghukum pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang
sebelumnya telah diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur.
Barang_siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri
sendiri maupun untuk orang_lain, kehormatan kesusilaan atau harta
Benda sendiri maupun orang_lain, karena ada serangan atau ancaman
serangan yang_sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Maka
pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anak yang terlibat dengan
hukum akan dipertimbangankan sesuai hukum pembelaan terpaksa dan
juga sistem hukum pidana Anak. Kata kunci : Anak; Pembelaan
Terpaksa; Sistem Peradilan Pidana Anak Abstract. Children who have
litigation with the law do not have a significant difference with adults
who have litigation with the law. what makes a difference when a child
has litigation with the law is in the justice system he is living in. The
term child in the SPPA Law is associated with a child who has a conflict
with a violation of the law, where the violation of the law is oriented
towards the area of children and this is not indicated by the child
perpetrator, but addressed to child victims and child witnesses who are
legally protected. In a criminal act committed by a child, he is not
necessarily spared or free from criminal prosecution. Against him is
referred to as a child who is in litigation with the law. set. Whoever
commits an act of forced defense for himself or for another person,
honor, decency or property for himself or for another person, because
there is an attack or threat of attack that is very close at that time
which is against the law. So the forced defense carried out by children
who are involved with the law will be considered according_to the law of
forced defense and the criminal law system of children. Keywords :
Child; Juvenile Criminal Justice System; Noodweer PENDAHULUAN
perlindungan. Pada Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 Masyarakat
selalu lekat dengan adanya berbagai tentang Perubahan Atas UU Nomor
23 tahun 2002 permasalahan hukum di dalam perkembangan
kehidupan tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sosial
kemasyarakatannya. Permasalahan tersebut “Negara, Pemerintah,
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Pemerintah Daerah, Masyarakat, berwuduj suatu tindak pidana. Pelaku
tindak pidana keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan tidak
mengenal batas umur/usia seseorang, mulai dari bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan anak”. Ini orang dewasa hingga anak-anak.
Hanya saja konsep menjadi payung hukum untuk melindungi anak,
kejahatan/perbuatan jahat dari keduanya dibedakan. Jika termasuk
ketika sedang berperkara dengan hukum, pelakunya orang dewasa
maka perbuatan jahatnya khususnya hukum pidana. Dalam tindak
pidana yang disebut sebagai kejahatan. Sedangkan, jika pelakunya
dilakukan oleh seorang anak, ia tidak serta merta anak-anak, maka
perbuatan jahat tersebut disebut terhindar atau lepas dari tuntutan
pidana. Terhadapnya sebagai kenakalan remaja atau juvenile
delinquency. disebut sebagai anak yang berperkara dengan hukum.
Perbuatan tersebut dapat berupa penyalahgunaan Hukum untuk
manusia, bukan manusia untuk narkoba, Perbutan tersebut dapat
berupa pencurian, hukum. Itulah adagium terkenal dari Prof. Satjipto
tawuran, dan lain sebagainya. Menurut Kartini Kartono, Rahardjo,
seorang begawan hukum Indonesia. Ungkapan juvenile delinquency
ialah “perilaku jahat (dursila), atau ini hampir mirip dengan adagium
terkenal dari Marcus kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan
gejala Tullius Cicero, Advokat dan Filsuf pada zaman sakit (patologis)
secara sosial pada anak-anak dan remaja Romawi-Kuno, yaitu “ubi
societas ibi ius” yang berarti yang disebabkan oleh satu bentuk
pengabdian sosial, "Ada masyarakat, Ada hukum®. Adagium ini
bermakna sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah hukum
tidak berguna jika tidak ada masyarakat, oleh laku yang menyimpang.
karenanya hukum diciptakan seiring dengan Siapa pun anak itu, apapun
status, dan perkembangan masyarakatnya. Selain tujuan hukum
bagaimanapun kondisinya, Negara wajib memberikan sebagaimana
telah disebutkan di atas, hukum berfungsi 2135 untuk mengatur,
memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak
menyimpang dari norma-norma, seperti halnya melindungi masyarakat
dari kejahatan atau tindak pidana. Perkembangan hukum sendiri selalu
tertinggal dari perkembangan masyarakat, oleh sebab itu pemberlakuan
asas legalitas menjadi penting. Hukum hanya dapat mengatur dan
menghukum pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang
sebelumnya telah diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur. Pasal
1 ayat (1) KUHP-WvS berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang
telah ada sebelum perbuatan dilakukan”, yang dalam bahasa Latin-nya
berbunyi "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”, yang
artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang
hukum pidana terlebih dahulu. Adanya asas legalitas membuat siapa
pun yang melakukan tindak pidana akan diduga telah melakukan
kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan sifat melawan
hukum yang didalamnya memuat unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif ialah mengenai subjek serta terdapat unsur kesalahan
didalamnya seperti; dengan sengaja; adanya perbuatan: merampas
nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan Unsur objektif ialah adanya
perbuatan yang terdapat pada luar diri seseorang dimana seseorang
tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan atau melawan
hukum. Kesalahan dalam ilmu hukum pidana memiliki dua segi, yaitu
psikologis dan yuridis. Dalam tindak pidana, kesalahan merupakan
unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Adapun kesalahan terdiri
dari dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kealapaan. Adanya kesengajaan
dan kealpaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat
dipengaruhi oleh faktor internal (dari dalam diri pelaku) dan faktor
eskternal (dari luar diri pelaku). Dalam konsep sifat melawan hukum,
kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut schuld, menjadi unsur
utama karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku
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terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, maka sebelum menghukum
seseorang atas suatu tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu
bahwa unsur kesalahan terpenuhi, sebab jika tidak maka tidak dapat
dipidana. Hal ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai geen straf
zonder schuld yang berarti “tiada pidana tanpa kesalahan.” Hal yang
sama berlaku juga dalam tindak pidana yang_ dilakukan oleh seorang
anak (disebut anak yang berperkara dengan hukum). Namun demikian,
harus diingat bahwa ada tindak pidana dapat terjadi karena ada faktor
objektif yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor objektif tersebut dapat
membuat anak melakukan pembelaan yang diketahuinya bahwa
perbuatan membela diri tersebut merupakan suatu tindak pidana,
namun tetap dilakukan. Dalam hukum pidana, perbuatan itu disebut
sebagai pembelaan terpaksa atau noodweer. Pembelaan terpaksa juga
dikatakan sebagai pembelaan diri, yang mana dilakukan oleh seseorang
untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang dating baik diri sendiri
maupun diri orang lain yang mana keadaannya dianggap terancam.
Secara umum, prinsip pembelaan terpaksa atau noodweer melandasi
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP-WvS, yang pada intinya
menjelaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat dihapuskan
tuntutan pidana terhadapnya apabila tindak pidana yang_dilakukan
didasarkan oleh pembelaan terpaksa atau noodweer. Prinsip ini
merupakan salah satu bentuk penghapusan pidana sebagaimana diatur
dalam Bab III KUHP-WvS. Selain penghapusan pidana, Bab III juga
mengatur mengenai pengurangan dan pemberatan pidana. Dalam
hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak
terlepas dari niat awal yang dimiliki atau dikehendakinya. Ketika sedari
awal seseorang memiliki niat atau kehendak untuk berbuat jahat, maka
tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa
atau noodweer. Niat atau kehendak untuk melakukan pembelaan
terpaksa atau noodweer memiliki alasan mendasar yang menjadikan
perbuatan tersebut dapat dibernarkan karena memenuhi unsur-unsur
alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapuan alasan pembenar dan
alasan pemaaf dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, yang
merupakan alasan-alasan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan
pembenar berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang, sementara alasan cpemaaf berkaitan dengan sikap batin dari
seseorang yang melakukan kesalahan. Ada beberapa pendapat yang
mengemukakan bahwa suatu noodweer itu tidak dapat dihukum dengan
asalan, yaitu: (1) bahwa noodweer sebagai suatu pembelaan yang sah
menurut hukum atau suatu legitime defense; dan “"De wet staat hier
eigen richting toe” yaitu bahwa dalam suatu noodweer, undang-undang
telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri. Hal ini dapat
berarti suatu tindak pidana dapat memiliki alasan pembenar manakala
hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya goncangan jiwa atau
dalam keadaan yang tersedak yang dialami oleh saksi korban. METODE
Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, penulis
menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan studi
kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta
bahan- bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis
data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud
laporan, dan sebagainya. Sumber utama yaitu bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif untuk memecahkan dalam permasalahan ini,
pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mendeskripsikan, 2136 menggambarkan secara sistematis, faktual dan
akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang
diselidiki. HASIL Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus
Anak Yang Berperkara Pembelaan Terpaksa (noodweer) Dalam
penerapannya para aparat yang berwenang pada penyelesaiaan suatu

4 of 11 07/07/2023, 15:56



Turnitin - Originality Report - Penerapan Prinsip Noodweer dalam Ka...

50f 11

perkara ini tidak serta merta memberikan keputusan untuk
mengabulkan alasan pembenar atau pemaaf, namun kembali lagi pada
mekanisme yang telah di tentukan. Mulai dengan dilakukannya proses
penyidikan yang menjadi awalan para penyidik dapat menilai dan
mengamati apakah perbuatan yang dilakukan memiliki unsur
keterpaksaan dan korban sedang berada pada kondisi terancam baik
untuk jiwanya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana yang terjadi di
bekasi remaja berusia 18 tahun, yang membunuh begal dengan
merebut sebilah celurit atas kepemilikan pelaku begal tersebut, hal itu
dilakukan korban tanpa direncanakan guna melepaskan dirinya dari
bahaya yang diperbuat oleh pelaku begal. Pelaku begal melakukan
pembacokkan beberapa kali, kemudian korban merampas celurit itu dan
balik membacok pelaku begal yang berjumlah 2 orang, dari aksi
pembelaan yang dilakukan oleh korban itu satu diantara pelaku begal
tersebut meninggal. Sesuai dari keterangan para saksi, korban dan
pelaku, serta dilakukannya konstruksi maka remaja yang turut menjadi
korban tersebut tidak dipidana, karena perbuatan yang dilakukan
dikategorikan sebagai bela paksa. Polisi menggunakan Pasal 49 ayat 1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar. Dalam hal ini
remaja tersebut dinyatakan melakukan pembelaan terhadap dirinya
karena sedang berada dalam kondisi terancam, dengan
ketidaksengajaan mengakibatkan kematian dan disebabkan oleh
perilakunya sendiri. Dari keadaan sebenarnya yang dilalui oleh remaja
itu merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori pembelaan
terpaksa (noodweer) yang dilakukan terhadap dirinya, dengan teteap
mempertahannya nyawanya. Pembelaan terpaksa (noodweer)
merupakan perbuatan khusus dan dianggap sah dimata hukum yang
berlaku, dan telah diatur secara tertulis pada Pasal 49 ayat 1 Kitab
Undang- undang Hukum Pidana yang dikutip sebagai berikut “Tidak
dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena
ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,
terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri dan orang
lain. Pada Pasal tersebut diterangkan secara tegas dan jelas bahwa
seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak bisa dipidana.
Pembelaan terpaksa merupakan suatu jalan buntu yang dilakukan
seseorang dalam kondisi terdesak, hal itu menjadi sebagaimana
mestinya dilakukan oleh seseorang yang berusaha mempertahankan
dirinya atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan
harta benda. Namun hal itu menjadi berlainan dengan melihat sudut
pandang hukum, dimana suatu perbuatan yang dilakukan melihat dari
kewajiban atau hak yang dimiliki orang tersebut. Sebagaimana jika ada
laki-laki yang hendak memperkosa seorang perempuan, dan jalan
keluar satu-satunya yang ada hanya dengan membunuh guna untuk
mempertahankan kehormatannya maka perempuan tersebut berhak
untuk melakukannya begitu pula untuk mereka yang menyaksikan
peristiwa itu. Atas dasar terpaksa itulah dapat dilakukan berbagai cara
bagi anak dan termaafkan perbuatannya. Namun lain halnya bila dalam
keadaan tersebut terdapat orang banyak yang tenaga dan
kemampuannya dapat menolongnya dan terhindarkan dari keadaan
yang terdesak, namun ia tetap membunuh itu bukan merupakan
pembelaan terpaksa (noodweer). Dasar penghapusan suatu pidana pada
pembelaan terpaksa (noodweer) terletak pada perbuatannya. Dalam
pembelaan terpaksa (noodweer), memuat asas susidaritas yakni harus
adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang
dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Prinsip
Pembelaan Terpaksa atau Noodweer dalam Hukum Pidana Berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) kitab UU Hukum Pidana Indonesia yang tertulis,
“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena
ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,
terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan
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wali anak (pelaku) tersebut tidak dapat dibimbing sang anak. LPKS
sendiri adalah “Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan
sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
Anak.” Sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 UU SPPA.” Jika anak dikatakan
atau ditetapkan sebagai korban maka diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UU
SPPA, yang mengatakan,"Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dan
anak dikatakan atau ditetapkan sebagai saksi maka diatur dalam Pasal 1
ayat 5 UU SPPA, yang mengatakan, "Anak yang Menjadi Saksi Tindak
Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri.” Adapun pihak-pihak yang memiliki
keterkaitan dengan proses peradilan pidana anak yaitu penyidik,
penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja
sosial Penyidik yang dikerjakan oleh penyidik yang sudah dipilih
berdasarkan keputusan kepolisian ataupun pejabat lain yang dipilih oleh
kepala kepolisian RI sementara itu penuntut dikerjakan oleh penuntut
umum yang ditetapkan dari ketetapan keputusan Jaksa Agung atau
pejabat lain yang dipilih oleh Jaksa Agung. Penyelidikan dilakukan
setelah meminta pertimbangan dari pembimbing masyarakat dan paling
lama hasil penelitian diserahkan 3 hari sejak permintaan penyidik
diserahkan. Pemeriksaan kepada anak korban, penyidik harus
memohon laporan sosial dari pekerja sosial saat sesudah dilaporkan
tindak pidana dan anak diajukan menjadi Anak Berkonflik Hukum atau
ABH kepada penyidik, penuntut dan pemeriksa perkara anak saat pada
pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi sendiri ialah pengalihan

kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang_tidak
terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif . Dengan
tujuan: (1) Dicapainya perdamaian antara korban dan anak; (2)
Diselesaikannya perkara anak diluar peradilan; (3) Dihindarinya
perampasan kemerdekaan anak; (4) Memberi dorongan kepada
masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan (5) Memberi anak rasa
tanggung_jawab. Sesuai dengan PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah
Diversi ialah musyawarah pihak anak dan orang tua atau wali, korban
dan orang tua atau wali, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang
profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang_terlibat supaya mencapai
kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif sementara
fasilitator adalah hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk
menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi ini berlaku pada
anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia
18 (delapan belas) tahun ataupun berusia 12 (dua belas) tahun
walaupun sudah pernah kawin namun belum berusia 18 (delapan
belas) tahun . Prinsip Pembelaan Terpaksa Dalam Peradilan Anak
Sebuah usaha dalam melindungi anak tidak boleh mengakibatkan
matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang mengakibatkan
ketergantungan pada individu lain dan berperilaku tidak terkendali,
sehingga mengakibatkan anak tidak mempunyai kemampuan ataupun
keinginan dalam menggunakan haknya dan melakukan kewajibannya
.Sistem pembelaan paksa juga berlaku untuk anak yang terlibat dengan
hukum. Sang anak (pelaku) harus memenuhi persyaratan : 1. Dilakuan
pada suatu serangan dan ancaman yang datang dan ditujukan kepada
tiga hal hukum, yaitu kepentingan tubuh, kehormatan atau harta benda
2. Diterapkan agar dapat mengatasi serangan dan ancaman seketika
yang bersifat melawan hukum. 3. Pembelaan dilakukan karena
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terpaksa. Adapun juga pertimbangan mengenai kasus pembelaan
terpaksa adalah sistem hukum anak: 2139 1. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA,
yaitu “"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.” Maka batas usia anak yang_dapat diminta pertanggung
jawaban pidana atas aksinya adalah 12 (dua belas) tahun hingga 18
(delapan belas) tahun, dibawah itu perbuatannya tidak bisa dimasukan
kedalam proses peradilan pidana anak dan harus diakhiri di tingkat
penyidikan kepolisian dengan membawa anak (pelaku) tersebut kembali
pada keluarga atau orang tua atau diserahkan kepada LPKS. 2.
Pengajuan Diversi 3. Jika pembelaan ditolak, Pada ancaman sanksi
pidana, merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (2)
UU SPPA bahwasanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
kepada anak paling lama adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman
maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. 4. Jika pembelaan
diterima, maka Tidak dipidana karena barang_siapa melakukan
perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang
lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang
lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang_sangat dekat
pada saat itu yang melawan hukum. Maka pembelaan terpaksa yang
dilakukan oleh anak yang terlibat dengan hukum akan
dipertimbangankan sesuai hukum pembelaan terpaksa dan juga sistem
hukum pidana Anak. Sebab Akibat Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh
Anak Karena Adanya Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam
setiap tindakan yang dilakukan oleh semua orang memiliki dampaknya
masing-masing. Hal ini sejalan dengan ajaran kausalitas yang jika
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal sebab akibat.
Dalam ilmu hukum pidana ajaran mengenai kausalitas digunakan untuk
memastikan keterkaitan objek suatu tindakan yang dilakukan oleh
manusia dengan akibat yang ditimbulkan yang dianggap bertentangan
dengan kaidah dan norma oleh undang- undang. Dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana sendiri tidak mengatur dan menjelaskan secara
terperinci mengenai pemakaian ajaran kausalitas pada tindakan pidana
yang ditimbulkan seseorang, namun terdapat beberapa Pasal yang
menerangkan mengenai delik tertentu dibutuhkan tentang suatu akibat
yang berasal dari “sebab” dari suatu akibat tertentu. Dalam tindak
pidana pembunuhan tidak semua dapat dinyatakan kebenarannya
dengan mudah, namun memerlukan penyidikan dan penyelidikan yang
tepat dan cepat. Banyak tindak pidana yang menimbulkan kematian
pada seseorang tidak seketika itu muncul di permukaan, ada kalanya
butuh beberapa hari hingga keberadaannya muncul karena adanya
suatu tindakan lain yang dilakukan pelaku yang berakibat kematian.
Seperti peristiwa yang menimpa ZA seorang pelajar, di daerah Jawa
Timur. ZA yang saat itu sedang bersama teman perempuannya,
didatangi oleh seorang begal yang hendak membegal ZA tidak hanya
meminta barang berharga ZA tapi pelaku begal itu juga mengutarakan
ucapan pelecehan kepada teman perempuan ZA. ZA pun melakukan
pembelaan diri dengan mengeluarkan pisau dari tasnya yang selalu ia
sediakan untuk praktik di sekolahnya, dan pisau itu diarahkan pada
dada pelaku begal. Akibat dari pembelaan diri yang dilakukan oleh ZA,
pelaku begal itu meregang nyawanya. ZA didakwa dengan hukuman
penjara paling lama tujuh tahun atas perbuatannya, dengan dikenai
Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan
kematian. Namun hakim memberikan vonis 1 (satu) tahun pembinaan
terhadap ZA, dengan segala pertimbangan yang ada. Satu diantaranya
putusan Mahkamah Agung menyatakan secara jelas mengenai
pentingnya kausalitas causal verband. "Menurut doktrin, tindak pidana
pembunuhan merupakan delik materiil, artinya untuk terpenuhinya
unsur ini dengan sempurna harus memperhatikan adanya akibat
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tertentu yang ditimbulkannya dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.
Dalam hal ini, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut harusnya nyata
ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya. Selanjutnya
disebutkan, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini harus dibuktikan
yaitu: 1) perbuatan yang dilakukan terdakwa; 2) perbuatan tersebut
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; dan 3) hubungan kausalitas
(causaal verband) antara perbuatan terdakwa dan akibat hilangnya
nyawa orang lain tersebut. Untuk membuktikan hubungan kausalitas ini
haruslah nyata terdapat hubungan antara perbuatan dan akibat
hilangnya nyawa sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu
kematian merupakan akibat dari kelakuan perbuatan konkrit tertentu
oleh terdakwa”. Dalam kitab hukum undang-undang pidana adanya
perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan mengenai dari sebab
(causa) dari perilaku seseorang. Seperti dengan sengaja dan melawan
hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan,
membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal (Pasal 198), dengan
sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338). Perbuatan itu
merupakan sebab musabab (causa) dari perilaku seseorang. Perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu lagi dilihat kedalam unsur-
unsur terkait, mengenai pencarian sebab yang akan timbul diwaktu
yang akan datang. Atau juga tidak perlu lagi menguraikan penyebab
terjadinya di masa lampau. Hal itu menjadi berkaitan dengan suatu
akibat, adapun dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang
menimbulkan suatu dampak. Seperti bila ada seseorang yang
melakukan begal akan terjadi perkelahian, penganiayaan, hingga
pembunuhan. Namun dengan berbagai macam kasus yang ada, Pasal-
Pasal tersebut 2140 tidak luput dari unsur kesalahan yang perlu
dibuktikan kebenarannya dimuka pengadilan, untuk mempidanakan
pelaku. Pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, manakah
unsur kesengajaan dan kealpaan yang ada juga harus dibuktikan
kebenarannya, dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam.
SIMPULAN Pasal 49 ayat 1 kitab UU Hukum Pidana Indonesia
menjelaskan bawa barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan
untuk pembelaan tidak dipidana. pembelaan paksa terpaksa harus
digunakan secara terpaksa untuk mempertahankan hak dan tidak
memiliki pilihan lain dan serangan yang datang haruslah tiba-tiba.
Hukum sendiri memiliki banyak sekali macam dan memiliki sistem yang
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan hukum dibuat agar
kehidupan manusia dapat teratur. Pidana memiliki 3 unsur utama dalam
pengertiannya, yaitu merupakan reaksi atau aksi kriminal, berwujud
nestapa dan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana
ada khusus dibuat untuk semua kalangan usia anak - dewasa. Hukum
Pidana Anak diatur dalam UU SPPA. Anak yang memiliki konflik dengan
hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, sebagai korban diatur
dalam Pasal 1 ayat 4 UU SPPA, dan sebagai saksi diatur dalam Pasal 1
ayat 5 UU SPPA. jika ada anak pelaku pidana karena pembelaan
terpaksa, maka proses hukum akan dilakukan sesuai dengan syarat
pembelaan terpaksa dan juga sistem pidana anak. DAFTAR PUSTAKA
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PENDAHULUAMN Blindungan. Pada Pasal 20 UL Momor 35 Tahun 2004

blasvarakat selalu lekat dengan adanya berbagiu
pemmasatahan hukom di dofem perkembangan kehidupan
sosial  kemasyarakatannvie  Permasalaban  ersebul
berwuduj sumu tinduk pidana. Pelaku tindak  pidana
tidak mengenal batas umuriusia seseorang, muolai dar
ormmg dewasa ingea anak-anok, Honya sage konsep
kejahatan'iperbuatan jahat dart keduanya dibedakan, Jika
pelakunya oring  dewssa  anaky  perbuatin  jalatoy i
discbut sehogai kejphatan. Sedangkun, jika pelakumyn
anpk-anak. maka  perbuitan  jaha  ersebul  disebul
schapal kenokaban memajn atan juvenibe delinguency,
Perbuatan  terscbutl  dapar  berupa penvalahounaan
nirkoba, Perbutan tersebud dapst berupn pencuarian,
tawuran, dan fum scbagivinye, Menumt Kortini Kortong,
juvenile delinguency iakah “peribabu jahat (dursilal, stau
kejuhatan'kenukalan onak-inak modic menpaken gegakn
sakil [ patologis ) secard sosial pada anak-anak dan e
yving chizebabkon alch saw beptuk pengabdian sosial,
schingegn mereka it mengembangkon bentuk tinglkah
faku yang menyimpung.

Siwpa pun  anak  ®u, apapun  status,  dan
bagaimanapun kondisinva, Negara wajibh membeonkan

tentang Perubahan Atay UU Nooses 23 tahus 2000
tentang  Perlindungan  Anak menvebutkon  babwa
“Megara, Pernerintal, Pemenintal Dacrah, Magyvarakat,
keluarga, dan Orang Tua atuw wali berkewajiban duon
berangeoung awab werhadap penyelengearaan anak"”. Ini
menjidi  poyung  hukom untuk melmdung  onak,
termasuk  ketika sedang  berperkara  dengan  hukuom.
Bhususnya bukum pidans, Dabare tindak pidana vang
dilakukan oleh scomng pnak, in tidek serta merta
tevhindar atau lepas dan wntotan pidana. Terhadaprva
disebut sebagai anok yang berperkara dengan hukurm
Hukum untuk manusia, bukan manusia uniuk
hukum, [loh adagiem  derkennl dare Prot. Saqipdoe
Rahordjo, scomng begawan hukum Indonesia, Ungkapan
ol hampir mirip dengan slagium ferkenal dask Marcus
Tullivs  Cicers,  Advokmt dan Filsul peda zamien
Bomawi-Kuno, vait “ubi societas ibi ius” vang berarti
“Moda masyarukat, Ado hukum™, Adagiam i bermakng
hukum tidak bergune jikn tidak oda masyarakat, ofeh
kurenonya  hukom  diciptakan sermg dengon
perkembanegan  masysrakatnya.  Selain tujuan hukum
sebagabnana telah disebutkan di atas, hukam becfungsi
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untbuk mengotor, memben batasan tingkoh laku monosia
agar sesuad dan tidak menyimpang dari oroma-nocns,
seperi halnya melmdungi mosyarukat dan kejahatin
atau tindak pidana. Perkembangan hukum sendoi selalo
teringgal dari peskembangan masyvarakat, obeh sebab i
pemberiakuan ases legalitas menjadi penting, Hukum
hanya dapat mengatur dan menghukum pefaku vang
mielnkukon  perbuatan pidana yamg  sebelumnyva telah
diatur dalarm hukum, bukan yang belum diagur.

Pasal | avat (1) KUHP-WYS berbunvd “Tiado
suaty perbastan dapat diphdana kecuali atas ketentisan
aturan pidana dakamn perundang-undangan yang tekah ada
sebelum  perbuastan  difnkukan™, wang dalam  bahasa
Latin-oiva berburyi “Mullum delictum, nulla poena sine
pracvia kege poemah™, vang nrtinya tinda kephnian, tada
hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana
terlebih dohulu, Adanve ases legalites membunt si@po
pun yang melakukan tndak pidana akan didoga weloh
refakukan kesalahan. Dalam hukum pidana. kesalahan
mierupakan sifil melwan hokum vang  delalommya
roerial  unsur subjektf  dan unsur objekif. Unsur
subjektif ialabh mengenai subjek sera tesfopat umsor
kesalahan didabamnya sepertic dengan sengaja; adamya
perbuatan: memmpas nyawi, Sedangkon vang dimaksad
dengan Unsur objekiif ialabh adanyva perbuntan vang
terdapat pada buar dirh seseorang dimana seseorang
tersehut melakukan perbugton vang bedentangon ot
refawan hukum. Kesalshan dalam ilmu hokum pidana
mierniliki dua segi, yuitm psikelogis dan sundiE, Dolam
timdak pidana, kesalahon merupokan msur subjeknf
ving melekal pada diri peloky, Adapun kesalahan terdiri
duri dua bentuk, waitn kesengapan dan kealapaan,
Adanya kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pilana
ving dilukukan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh
fakior internal (dar dabam din pelaku) dan fakoor
eskternal {dari luar dim pelakw). Dalam konsep sifo
micluwan hukum, kesalabon oo dolam bohasa Belanda
disebut schuld, menjadi unsur utama kanzna berkaitan
dengan  perfangeungiwaban pidima pelaku berhadop
pethuatannyva.  Oleh karena  itn, mmka  sebelum
menghukum seseorang atas suat tmdak pidana, harus
dibuktikan terlebih dahulu bahwa unser  kesalaban
terpenuhi, sebab jika tidok maka tidek dapat dipidana,
Hul ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagn geen siraf
sonder  achuld  wang  berand  “tiada  pidana  tanpa
kesalnhan,”

Hal vang sama berlaku juga dalam tindak pidana
ving dilakukan oleh seorang anpk (discbut anak yang
berpeikara dengan hukum). Mamun demikian, harus
dibngat bohwa ada tindak pidana dapat terjali karena ada
fakior obekof yong berasal dari loar din peluku, Faktor
objektl torsehut  dapat  membuat  anak  reelakukan
pembelaan yang diketnhuinya bohwa perbunton membela
divi tersebut menipakan suatu Gedak pidana, pamuon
tetap dilakukan. Dalam hokom pidana, perbuatan i
disebut sebagal pembelaan terpaksa atau  poodwesr.
Pervhelaan terpaksa juga dikatakan seébagal pembelaan

din, wong mann  dilakukon  oleh  sescomang  untuk
rervelamatkan dict dari bahaya yang dating batk din
sendirl maupun diri omng luin vang mann keadoannva
dianggap terancam. Secarm umum. prosip pembekaan
terpaksa atau noodwesr melandasi keteptuan Pasal 49
wyat (1) din oyat (23 KUHF-WvE, yung pada intinya
rnenjeliskan babwa tethadap pelakue tinda@pidana dapat
dihapuskun twntwian piduna terhadapovi apabils tindak
pedana yang difakukan didssarkan eleh  pemb@han
terpaksn atan noeodweer, Prinsip ini memupakan solah
sty bemiuk penghapusin pelang sebagaimana  diatie
dalam Bab 0T KUHP-WvE. Selain penghapusan pidana,
Bub M jugn mengator mengentl  pengurangan  dan
pemberatan pidans

Dalam  bokum  pidonad, swatu perbustan yang
dilakukan obzh seseorang tidak terbepas dan niat awal
vung dimiliki atan dikehendakings. Ketiko sedori awal
seseorung memibki nit atm kehendak uptuk becboo
jabat, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan
sehapal pembeloan terpaksa atow noodweer. Ml atoy
kehendak ook owlakokan perbelaan terpaksa amu
noodwesr memiliki alason mendosar vang meng@adikan
perbuatan tersebul dapat dibemarkan karena memenahi
unsur-unsur - alasin  pembenar dan alasan pemant
Adopuan alasan pembenar dan olman pemaif dopat
dijadikan  sebagai  alasan  pengbapus  pidana,  vang
mierupakan alnsan-alasan seseomng bdak dapad degatoh
pidana.  Alasan  pembenar berkaitan dengan  sua
perhuatan yang dilakukan oleh seseommg, scmemdirn
alasan cpemaal berkaitan  dengon stkop batin dari
seseorung  yang melokukon  kesalohan, Ada beberapa
pendapit yang mengemukakon bahwa suatn noodwesr
it tidak dapat dihukum dengan asalan, vaine (1) babwa
noodweer sshogai sustu pembelaon vang suh menurn
hukurm ataw suame legitime defense; dan “De wet staat
hier eigen mchiing toe” yaitu bahwo dalem  suatu
noodweer, undong-undang telah mengizinkan seseoring
untuk main hakion sendici. Hal ioe dapat berarth suatu
tindak pidama dapat memiliki aloson pembenar manakalo
hal tersebut dapat diboktikan dengan adanya goncangan
Jiwa ot dalom keadon yang lersedak vong diglami
obel saksi korban.

METODE

Dralam  rangka  menjawal  mimusan  masalah
tersebut di atas, penulis menggunakan jenks penelition
vuridis-pommatif  dengan  studi kepustakaan  melalui
pendekatun pemmturan perurdang-undangon serin bahan-
bitham hukum lain vang berkaitan dengan pernasalahan.
Jenis dwa wang digunakan yvai data selumder, vang
miencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buko, hasil-
hasil penelitian yang berwajud laporan, dan sebagainya.
Sumber utama yaibu bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Pada  pevelitian ini,  pencliti | meenggunakan
pendekatan  kualitalf  untik  memecabkan dakim

permasalahan iow pendekatan kualitatif yaitu pendekatan
wang digunakan untuk mendeskripsikan,
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'
menggambarkan securn sistematis, faktual dan akar
tentang fakia-fakia serta sifad hubungan antara Fenomena
vung diselidiki,

HASIL
Frinsip Sistem Peradifen Pidang Anot Dofam Kasus
Anak Yang Berperbora Pembeloan Terpakia (roodneer)

Dulom  peperapannya para aparal  vang
berwenang pada penvelesaiaan suatn perkara ini tedak
serta mertn memberikan keputusan wntuk mengobalkon
alasan pembend mau pemast, oamun kembali kgl pada
mickanisme vang tefah di tentukan. Mulbai  dengan
dilakukannya proses penvidikan vang menjadi awakan
para penyidik dapat menibai dan mengamati apakah
pefuatan voung dilokukon memiliki unsur ketempaksamn
dan keeban sedang berada pada kondisi terancarm baik
untuk jiwanyi sendicl maupun orang loin. Sebagaimann
ving terjadi di bekast remija berusin |8 twhun, vang
memnburih begal dengan mercbor sehilab celurin atas
kepemilikan peloko bepal fersebut, hal mu dilakukan
korban tanpa direncanakan guna me kepaskan dinimga dari
bihaya vang diperbud obeh peloku begal, Pelaku begol
mefakukan  pembacokkan beberapa kali.  kemodian
korban merampas celurit it dan bolik membacok pelcko
begal vang berjumlah 2 omang, don aksi pembelasn vang
dikakukan ofeh kerban i sau diastara pelako begal
tersehut menmggal, Sesuan don keterangam parn saks,
korban dan pelaky, serta dilakukannyva konstruksi maka
remaja  yang turmt menjadi - korban  tersebot  tidok
dipwlani,  korena  perboptan vang dilakokon
@katcporikan sebagai bela paksa. Polisi menggunakon
Pasal 4% ayat | Kitab Undang-undang Hukum Pidana
sebagai dasar.

Dalom  hal  ni remaje  tersebut  dinyatakun
rmefakukan pembelsan terhadap dinoya karena sedang
beradi dalam kondisi leraneum, dengun
ketidaksengajaan mengokibiikan  kematgn don
disebabkan oleh pertlakonya sendin. Dann keadsan
sebenamyu vang dilalun ofeh remiga ity merapakon suita
perhuatan yang masuk  dalam  kategori  pembelaan
terpaksa (noodweer) yung dilakukon terhadap dirimya,
dengan teteap mempertahannya avawanya. Pembelaan
terpaksa {noodweer ) merupakon perbuatan khasus dan
dinnggap sah dimaty hul@m vang beduku, dun fekah
diatur secara ertubis pads Pasal 49 ayat | Kitab Undang-
undang Hukum Pidana vang dikutip sebogni berikut
“Tidak dipidana, barangsiapa  melakukan perbuatan
uniuk pembelaan, karena ado scmngan otan ancamaon
serapgan ketika it vang melawan bubuam, techadap
kehormatan  kesusilaan atau harta benda sendin dan
armmg kam, Poda Pasal tersebut chterangkon secam tegis
dan jelas bahwa seseomng vang melakukan pembekaan
terpaksa fidik bisa dipidann

Pembelaan  terpakss merupakan  suate jalan
bun yang dilakukan seseorang dalam kondisi terdesak,
hial wu menjadi sebaganrmana mestinya dilakukan oleh
sesearang vang berusaha mempertahankan diciova atau

arang Inin dare serungan terhadap jrec, kehormatan dan
hana bemda. Mamun hal i menjadi berbainan dengan
mielihat sudut pandang hukum, dimono sudo perbuntan
vang dilakukan melihat dan kewagiban atan hak vang
dimniliki orang tersebut. Sehapaimana jika ada laki-laki
yung hendak memperkosy seorung perempuin, dan jalan
keluar sam-sawnva vang ada kanva dengan rseovbuniah
guni unlk  mempefabankon kehomatannyid - maka
perempuan terschul berbak untuk mekakukannya begim
pula untuk memkn vang menvaksikon peristiwa itu, Atas
dasar tespaksa itubah dapat dilabukan bedbagal cara bag
anak dan tenmaafkan perbuatannya, Namun Liin halova
hika dolam keadoan tersebat terdapat orang banyak ving
tenaga dan kemampoannya dapal menolongoya dan
terhindurkan dari keadaan vang temlesok, namun i tetap
rembumih i buksn merupakan perabelaan terpaksa
(noobweer), Dasar  penghopuson suato pidima pado
pembelaan  terpaksa (poodwestr  terfemk  pada
perbuatannya, Dralam perabelaan epaksa (noodweer),
miemunt  ssas sushdantes yakni o hares adanyva
kescimbangan antara kepenfingan vang dibela dan cara
virng dipakai di ssta pibak dan kepentingan vang
dikorbankan.

Prinsip Pevbelaan Terpaksa aian Noodvweer dalam
Huksin Pidana
Berdasackon Pasal 49 wyat (1) kitab UL Hukum
Pidana Indonesia wvang ferwlis, “Barangziapa erpaksa
mielakukon  perbuatan wntuk  pembelaan, korenn ado
serangun Aty ancaman  serngan  ketiks i vong
miclowan hokum, terhpdap din sendint moupun omng
lin terhadop kehormatan kesusilaan (eerbaarcheid) atou
harta benda senciei osaupun erang lain tidak dipidana®™.
Berdasarkion Fasal ersebui, jike ada individn yang
mendapatkan  ancarman  serangan tilakan jshar dan
tindakun terschut  adoloh  tindokan  veng  melanggar
hukum, Pembeluan diri aluh bagian dari salab satu hak
dan kewdjiban manusia yang diberikan oleh Undang-
undang  kepida sebap  imbivide  untuk mejage
keselamatan  bidupnya. Kesalamatan o bisa berupa

Jiwa, harta benda moupun kehormotan, Pembelaan diri

seiudicl adalah hak sang telah mengadi nalun setiap

individu ngar dopat mempertohankan dir, harta beda,
kehormutan ataupun mempertahonksm orang luin dan
tindak kejahatan pehak lain.

Ado 3 Asas yang dikemukokan Schaltmeister

wang berlake d idatam pembelaan terpaksa. vakni .

1. Asas Subsidiarins, Jik terdopa hal/sesuatu yang bisa
diperbuat selain mebawan hukum hingea hal tersebua
diperbuat  kebib dulu. Contohnya jika  seseorang
temebak i kondis1 terdesak dan memilikn pilibon
uptuk melarikan dici, orang tersebut harus mengansil
pilihan untuk melorika din

2. Asas Proporsionalitas. Perhoatan yang  diperhaat
tdak baleh tinggi atau berbebib, Dakam Bal ini
kesepadanan anfara keinginan vang mgin diberikan
dengan perbuatan vang dilakukan harus ada, Contoh
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Searnng anak mencuri koe yang dipal ditoko, dan
dijaruhi  bhukuman  pidana mati. Dapar  dipahami
bhuhwa tidak sdanva kesepodanun antara perbuaton
dan juga hukurman yvang diberikan.

ioAsas Culpa In Causa. Setiap individu  harus
menanggung  setiop akibat darl setinp hal  atoo
tindakan yvang dipedbuat. Jika kejadian i terjad.
ki ini tidak bisie masuk dalam pembelaan terpoksa,
Contoh : Seorang Eaki-laki A5 dengan amuor 20 tabun,
tdak memiliki  SIM (S5ursl [zin Mengemudi)
retgendaral  moter  dan menabrak  pejaban kaki
karena  mebangzar rambu lalu limas. A5 sudah
melanggar peraiuran lndu Fmias don melokukan tirdok
kejahatan dengan renabrak pejalan kaki. Dari sind
AS tidok dapat melakukon pembeloan don harus
mEnangEung semusa perbuarannya.

Dupat  disimpulkan  bahwa  tndakan  vang
mefawan hukum untuk  pembelaan din esdapar 3
kesulohan, vokni:

1. Sengam@ vam dibayangkan, dimginkan. diharapkan,
dikehenduki peloku perbuaan,

2. Kelalaian (Culpap yaitu ada destars sengaja dan
kebetulpn  {dipandang  kehih Angan  dibandingkon
sengiji, Berarti indivedu atan pelaka tidak ada niatan
dalam menggunakan atau neelakukan kemampuannya
tersehat

3. Bisa dipernanggungiawabkan vaito tidak mungkin ada
kesulahan tnpa adanyva tindakan melawan hokum,

v dolom KUHPidann sendiri, ada 2 (dua}
mipcam  self  defense wtw pembeluan dini youkni;
pembieluan terpaksa {Noodweert vang telah diatur pada
Pasal 49 ayar (1) KUHP-WvES dan pembelaan terpaksa
ving mefampuan batos (Mogdwesrexes). Adapoun unsor-
usy dar setiap niacan ing, yaiu:

I. Pembelann darurat dan Pembelaan Teraksa, vokni: (a)
Terdapnt  serangun: (h) Serangon fersebut dotang
secara b-tiba atan ancaman vang suatu baei akan
diperbuat: {c) Serangan vang diberikim  melawan
bubkum: {d} Serangan wsebar diberikan  kepada
imdividu lam, kehormatan, haria benda, keselamatun
mclividu atan babkan dine sendiri: (e) Moodzakelijk
gtpn pembeloan terscbot bersifal dorumt; dan (F)
Bends ptau obyek vang digunakon unfuk pembetaon
rsaupin cara pembelaan harus sepadan
Ado syant dalam Pembselaan Terpaksa, yoito:

i Perberbustan tersebur dilakukan dengan terpaksa
muma memperichankan - vang  haros diperbaog
kapena tidak memiliki pilihan bain:

b, Pembselaan vang dilakukan gung mempenalankan
kehormuodon diposis) kesustloon dan hors bendo
milik dirt sendiei atan milik individu lain; dan

¢ Adanyva serangon seketika yang melowan hukum.

Swaral ok memilikk point yang sams pamun lebib

sederbiani dengan unsur-unsur Penshebaan darwar

2. Pembelaan  Terpaksa  vang  owlampani  badas
(Moodweeresces).  Ada Syaral  dalam  pembelaan

terpak=a  yang lelah  melampaoi  batas  yaito
kecermsasan, rsa takw serta kemaraban hebat vang
mengubah semmpan pembelaan diri tersehut menjacdi
berlebihan - Dua-dusnva berdasarkan dan posila
Mecesstas Qued Cogit Defendit vang memilike ari
“Hendnan  ferpaksn  melmdung  apn yang  horus
diperbuat™

Konsep Anak Fang Serpertiora Dengan Hukum Dealarm
Mk Pidana

Hukuim dan Pidana anak memiliki perbedaan
rasing-masing. jika membshas wmang hukum maka
wvung akon dibohas sdalab hokom secom s vang
menanglup pedana vomk oxdivide beruemare 18 tshan
mtuu lebih, hukum pidano anak, hukom perdata, hukum
ruang angkasa. hukum laut, hukwm lingkungan. hukum
imemasionul, hukum  wswransi,  hukom  peranohan,
hukum tata usahn negar, hukum dogong, don pastinva
hukum-hukom  lain tidak sama dengan pidana vang
miembihos mengenin tindak kejohoatan vang dilakukan
wlividu dewasa ataupun dilakukan oleh anak. Hukum
dun Pidano anak wdalab dun bagion yang tidak dugpan
dipisahkan, hukum sendii mermilike banyvak definisi dan
pura  ahli, sepedi Van Apeldoom, Menuns  van
iypezbiborn hukum ailalah peratuarin Vg
rmenghubangkan rEanLsEa dalam kehidupan
bermasyamkat. Hukum  berujuan  wntuk  mengoatur
tingkah faku sera pergaulan manos@ dan berfojuan
untuk mencapai perdamaian. Menunt Yan Apeldoom
Hukum juga zangmt sulit untuk dibuat, kareno tidak
mungkin dalam  pepgadoannyve selolu sesuai dengon
kerydain.

Dalam  kehidupan  manusia,  diboihkannya
permturan, hukum. Karema tonpa adanys hukum tidak
akan ada vang namanya maka tidak akan ada keteriban
dun tanpa ketertiban manusie okan kocuw, tidak taha
kemina manusin akan pergl, tdak tahu apa vong akon
dikerjokan manusia dan siwasi o memiliki o oart
hihwasanyn monusi memilbki peraturan dalom setiap
kehidupannya,  Swdah  menjadi  sebuah  kesepakatan
bersama bohwa sstilah “Siraf” diatikan “Pidoon™ dan
istifah “Hukuman”, masih bersifat wnom dikarenakan
missth mencangkup “hukuman perdata™ ataw “hokumon
pdminstrast negora”, “Pidane” merupakon arti khusus
dalam  bidang  hukwn dan “Todakan™  yvang  juga
diketahui sebagai sankst lim (mudregelen), sekumpulan
peraturan hukum yvang dibuat oleh Megara, yang isinva
bemipa  larangan  mavpun  keharusan sedang bag
pelanggar terhadap larangan dan keharosan tersebuat
dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Megara
adalah pengertian dari istifah pidana bersebut, Ado tigo
upsur utama dari pengertian Padana: (1) Meupakan
reaksi (Peramuran hukom) stas suatu aksi knmimal otay
tindak pidana; {2) Bersujud pestapa; dan (3 Dijawbkan
kepada pembuat tielak pidana (daader) obeb negara.

blemnbahas bukum anak tentunva bams. dicari
dalam peraturan UL vang terkandung dakamn UL Mo 11
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Tuhun 2002 vang membahos fentang Sistem Perdilan
Pidana Anak, eotu saga hukom anak juga meosbahas
miengena korban dan juge soksi anak. stilab anak dolam
UL SPPA dikastkan dengan anak yang memiliki koaflik
dengan pelanggaran hukom, vang dimana pelang garain
hukum tersehut heromentasi masuk wiloyah tentang anok
dan bal ini tidak divunjukan pelaku anak, tetapi dagjukan
kepada korhun anak dan saksi anak yang dilindungi
secara hukum melalui UL SPPA, hal mi sezalan dengan
Pasal | aval 2 dimana anpk vong berthadopan dengon
hukum adalah anak vang memiliki konflik dengan
pelangoaran bukum, snak vang menjadi kerban tindak
pidana dan aniok vang merupakon saksi tmdak pedona,
Ketentuan anak sebagai pelaku telah dipelaskan dabam
ketentuan menund Posal | oayar 3 UL SPPA, vaitu
“avnak vang berkenflik dengan hubwn yang selanjutnya
diszhut onak adalah anok yang telah beramuor 12 (dua
belnsp mhon, tetapd belum bemamor 18 (delapan belasy
tahinn vang diduga melakukan tindak pidana”™ Maka
hutos usia anok vong dopat diminta pedangeung jowaban
pidana atas aksinya adakab 12 (Dua belas) tahun hingga
18 (Delapan belas) twhun, dibawah itn perbuatannyvo
tidak bisa dimasukan kedalam peoses peradilan pidana
unok dan hams diakhim di tingkot penyidikaon kepobsion
dengan membawi mok (pelaku) tersebut kembali pada
keluarga atan orang a atan disecabkan kepada LPES
iLembaga Penvelenggaman Kesejohternn Sosial) jiko
orang tun, keluarga amu wali anak (pekako) tersebu
tidak dopot dibimbing sang anak, LPKS sendiri adalah
“Lembaga Penyelenggoman Kesepnhteraan Sosil vang
selonjutoya disingkat LPES sdalab lembagn atan temput
peluyaran sosinl yang melaksanakan penyelenggaramn
kesejahteraan sosial bagh Anak." Sesuai dongan Pasal |
wynt 22 UL SPPA

Jika anak dikawkan atan diberapkan schagai
korban mokn dintur dalam Pasal | ooyl 4 UL SPPA,
ving mengatakan,“Anak vang Mengdi Kotban Tindok
Pidana vang selanjutnva dischut Anak Korban adalah
wnik yang belum berumuar 18 (delapan belas) tabun vang
mmengalami penderitaan fisik. mental, danfatan kemagian
ckonome vimg dischabkan olch tmdak pidona,™ Dan anak
dikatakan atan ditctapkan schagal saksi maka dator
dulom Fasal | ayat 5 UL SPPA, vang mengatokan,
“Anak yang Menmmdi Soksi Tindok  Padana  vang
sefanutiya disebut Anak Saksi adalah anak vang belum
bemumur 18 {defopan  belas)  tohun wvong  dapit
miemberikan keterangan guna kepentingan penvidikan.
penuntutan, dan pemenksaan di sidang pengodibon
tentang sualn perkara pidana vang didengar. dililat.
dan'atau dealarminya sendin.”

Adupun pihak-pihak yamg memiliki k@Brkuitun
dengan pooces peradilan pedana anak yaity penyidik,
penuntut wmum, hokim, pembimbmg kemasyarb@in
dan pekega sosial Penvidik wvang  dikerjakan oleh
penyidik vang sudah dipilih Berdlasarkan keputusan
kepalisian ataupun pejabat lain vang dipitth obh keflila
kepolisian Bl sementara iy penunit dikerjakan obeh

penuntut - wmoem yang dietapkan dam Ketetapon
keputusan faksa Agung atau pejabat lain yang dipilih
oleh  Toksa Agung. Penyelidikon  dilukukan setelah
meminia pertimbangan dari pembimbing m@arakat dan
paling ko basil pesclitian diserahkan 3 has sejak
permintasn  penyvidhk diserahkon. Pemeriksaon kepado
anak korban, penvidik harus memiobon laporan sosial
dur pekegn sosial sant sesudab dilaporkon tindak pidana
dan anak diajukan menjadi Anak Berkonflik Hukum
otou ABH kepado penyidik, penuntul dan pemeriksa
perkara anak saar pada pengadilan wajib diupayakan
diversi.

Dhiversi sendiri loh pengalibin proses  pada
sotem penvelesaian perkara anak vang panjang dan
sunpnt koku, Medimsi ot dinlop mfow  musyawarnh
sehapal bagian vang tdak terpisahkan dalam divessi
untuk mencdf@u keadilun restoratif . Dengan tujuan: {1)
Dicapuinya perdumaian antara korban dan anak: (2)
Diselesaikannya perkara anak diluar peradilan; (3)
Dihindarings  perampasun k@erdckann  anak; (4]
blemben dorongan  kepada  masvarakat  unfuk ik
berpurtisipasi; dan (5} Memberi anak rasa ianggung
jawal.

Sesuni dengon PERMA 4 talwm 2004
Musyawirah Diversi ialuh musyawamhb pihak anak dan
ofang fua atau wal, korkan dan orang wa atan wali.
pembimbing  masvarakol,  pekerje sosial  vang
profesonal. perwakilan dan pihak-pihak yang terliba
supave  mencapai kesepakoton diversi melalu
pendekatan keadilan  restoratif sememarm  fusiliator
pcfalkab hakim yang dipilih oleh Ketun Pengadilan untuk
mienungani perkara unak ying bersangkufh. Diversi ini
berlakn pada anak yang sudah berusia 12 {dua belas)
tahun pomun belum beru=in |8 {delapan belos) whun
ataupun berusia 12 (dua belas) iahun walaspun sudah
pemah kiwin namun belum berisin 18 {defapan belas)
tuhan |

Prinsip Pembelaan Terpakea Dalamn Peradil@Anak

Sebuab wsaha dalam melindungi apak  wdak
baleh mengokiboikon matines inisiatif, Ereativitas dan
hal-hal  yang mengakibatkan keergantungan  pada
individu lain dan bemperilaka tidek terkenduli, sehingga
mengikibotkon  pook  tidak  mempunyal kempmpuan
ataupun  keinginan dalam  renggunakan haknva dan
metukukin kewajibannya Sistem pembelaon paksa juga
berlakn untuk anak vang terdibar dengan hukum. Sang
inak {pelakut harus memenuhi persyaratan ;

i. Dilakuan pads suaty serangan dan ancaman vang
datang dan ditujukan kepada tiga hal hukum, yaiia
kepentingun tubuh, kehormatan atun barta bends

2. Diterapkan agar dapal neengatasi  serangan dan
uncaman seketika yang bersifut melawan hokum,

3 Pembelaan dilak ukan karena teapakaa.

Adapun juga perbimbangan  mengenal  kiasus
pembelaan terpaksa adakal sistem hukum anak:
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I. Pasal | avat (3} UL SPPA, vamu “Anok vong
berkonflik dengan hukum yvang selanmuinya disehan
anpk mdulab onak yang teloh berumur 12 {daa belas)
tabun, tetapi belum berumuor 18 (delapan belas) @hon
vang diduga meelakukan tindak pidana.” Maka batas
i anak vong dopot dimingeranggong juwahon
pidana atas aksinva adatah 12 {dun belas) tahun
hingga I8 (delopan belas) tahun,  dibawah it
perbumannya tidak bisa dimasukan kedalam proses
peradilan pidona pnak don hames dinkhici & tingko
penvilikan  kepolismn dengan membaws  anak
(pelaku) rerscbin Kernbali pada keluarga atan orang
tua atan disembkan kepada LPRS,

2. Pengapan Diversi

4. Jika pembeloan ditolak, Pado ancaman sanksi pidana,
mszrujuk pada ketenmian Pasal 79 @t (2} jo. Pasal 81
oot (2) UL SPPA bahwasamm pidina pembatasin
kebebasan yang dijtuhkan kepada anok palimg lama
adalah 1/2 {sam per doa) dan apcaman maksimim
pedann pengara bag omng dewasa.

4. Jika pembelaan  dieriosa, maka Tielak  dipsdana
kairenn barong siopn melakukan perbuaton pembekaan
tzrpaksa untuk dir sendivi maupan otk orang ki,
kehormutun  kesusilaon oo horta Benda  sendiri
maupun  orang lwin, karens sda serangan atau
ahcamsn serangan yang sangal dekat pada saal iw
wvang melawun hukum,

blakn pembelasn terpaksa vang dilakukan obeh anak

ving terlibil dengan hukum akan dipertimbamgankon

sesgiti hokom pembelian terpaksa dan jups sistem
hukum picuna Anak,

Sebaile Aktberr Peselainadheen Yoy Dilatakan Oleh Anok

Karena Adamver Unaur Pembelpon Terpoksa (Noodweer)

Dalam seoap tindskan yang dilakukan oleh
semun omang memilikl dompaknya masing-masing, Hal
ini sejulon dengan pjaren kausalitus yang jika daliam

Kamus Besar Bahasa Indoncsia berani perilal schab

wkibid. Dulam ilmu hukum pidann weran mengenin

kaunsalitas  digurakan wntuk  memastikan keterkaitan
ohjck suatu tindokan wang dilakukon oleh monasio
denpgan  akihar  yvang  ditimbulkan  yang  dEnggap
berentangon dengan kuidab don porma oleh undang-
undung. Dulom Kitah Undeng-undang Hukum Pedann
sendin tidak mengatur dan menjelaskan secara tenpering
mengenal pemakiian ajamn knusalitns pada tindakan
pidana  wang ditimbulkan sescorang. namuon erdapan
beberupa Posal yang  menerangkan mengenai delik
tertentu dibumbkan tentang suatu akibat vang berasal
dari “schab” dari susiu akibar terenw. Dalam undak
pidunn  pembunobon tduk semun dapat  dinystakon
kebenarannya  dengan  muodah, namun  menssdokan
penyidikan dan penyelidikan vang fepid dan cepat,
Banvak tidak  pilana  vang  menimbuolkan

kermatian pada seseorang tkdak seketika by mumcal di

permiukaan, ada kalanya butuh beberapa bar hiongga

keberadannnva muncul karena adanya suatu timdakan

1
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lin yang dilakukan pelaku yang berakibal kKematian
Seperti peristiwa yang menimpa ZA seovang pelagar. di
duenth Jvwa Timur, £A vong saad itu sedang bersoma
teman perermpuannyd, didatangi oleh secrang begal vang
hendak membegal ZA tidak hanyva reemintg barang
berhargas 24 tapi peloku begal itw jugs mengutomkon
ucapan petecehan kepada teman perempuan £A. ZA pun
mielukuknn pembelnan dir dengan mengeloarkan pisoo
dan wmspva yang selalu ba sediakan unk peakiik di
sekolohnyu, dan pisou #u diarabkoan pade dadoe pelaku
begal. Akibat dan pembelasn div yang dilakukan oleh
ZA, pel@u begal i meregang nyawanya. ZA didakwa
dengan hukuman penjarn poling lama tujuh fehan atas
perbuatnyva, dengan dikenai Pasal 351 ayat 3 KUHP
tenfang pepganinyaan yang mengakibatkon kematian
Mamun hakim membenkan  vonis. 1 (sam)  dahan
pembinuan terhodap ZA, dengan segoly pertimbangon
v i,

Sat dentaranyva  putusan  Mahkarsah  Agung
mienyvatnkan secan jelas mengenu pentingnyo kousalitos
causal  werband.,  “Menwrut  dokinn, dndak  pidana
pembunuhan merupakan delik materiil, atimya untuk
terpenuhings  unsur i dengan  sempums harus
memperhatikan adonya . akibat  fetentu veng
ditimbufkannyie dan pertbuatan vang dilakukan terdokwa
Dralam hal ini. akibat dai pesbuatan tesdakwa terschon
harmsnya nyata ada erang fnin yong terbunub atan hilang
nyawanyi. Selanjuinya disebutkan. babwa uniuk dapat
terpenuhinys wrenr mi haros  dibuktikun yaro; 1)
perbuntan yung  dilekukan  terdokwa: 23 perbuanton
tersebut mengukiboikin hilongrmyo nyviawa orang Bin; dan
3} hobungan  kiosalies  (caasanl  verband}  andara
perbuatan ferdakwa dan akibal hifangnya nyawa ormng
fnin terscbat, Untuk memboktikon hobungan kousalitos
ini hamslah nvata terdapat hubungan antara perbuatan
dun akibat hilangnye nyawa schingga dapat ditetaplkan
secara poasti bahwa suat kemation merupakan akibog
dari kelakuan perbuatan kookn tertentu obeh werdakwa®™.
Dalam  kitab hukom endong-undang  pidona adanyva
perbuatan vang dilamng aau yang dibaruskan mengenai
duri schob {cousa) dan periloky seseormmg. Sepenli
dengan sengaja dan melawan hulum menenggelamkan
o mendumparkan, menghancurkon, membikin tidok
dupat dipukai atan merssak kapal (Pasul 1983, dengon
sERgaja merarmpas nyawa orang kain (Pasal 338).

Perbuntan itw merupikan sebob musabab {causal
dari perilaky seseorang. Perbuatan vang dilakukan oleh
sescoring 1 bdek perlu lagy dilihat kedalam  onsur-
upsuar terkait, mengenal pencarian sebab  vang akan
il diwak yang akan datang. Arau juga tidak perlu
logi mengurikon penyebob ferpdimya di masa lampan
Hal it menjadi berkaban dengan suatn akibat, adapun
dulom perbuatan yang dilakukan oleh seseorung yvang
rmenimdhilkan soa dampak. Sepert bils ada sesoorang
wang  melikukan  besal  akan  terjadi p-_rku.lnjuah
penganiavaan. hmgga  pembunuban. Mamun  dengan
berbagai macam kasus yang ada, Pasal-Pasal ersebin
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tiak luput dori onsur kesaluhan vong perlo dibuktikan
kebenarannya dimuka pengadilan, uniuk mempidanakan
peluku, Peluky vong ieloh terhukti melokukan tindok
pidana. manakah wnsur kesengajaan dan kealpaan vang
ada  juga harus  dibukiikan  kebenamnnya, deéngan
mielukukan pemenksian secarn mendalom

SIMPLULAN

Pasal 4% ayvar 1 Mg UL Hukum Phdana
Indonesin menjelaskan buwa burang siopa yang terpaksa
relakukan perbuatan uniuk pembelaan txlak dipidana.
pembelaan  paksa terpaksa bhans  dipunakan secana
terpaksn untuk mempertivhankan hak don felak memilik
pilihan lain dan serangan yvang datang hamslab fiba-riba.
Hukum sendiri memiliki banvak sekoli macom  dan
memiliki - sistem vane  berboda-beda  sesuai dengan
kebutghunnyo  don hukum  dibuat  agar  kehidopan
misnusi dapat teratur. Pidana memiliki 3 unsur utama
dalam pengentiannva, vai merupakan reaksi atan aksi
knminal, berwuud nestapa dan dijatuhkan kepeasda
pelaku tmdak pidana, Hukum pidana ada khusus dibua
uplik semun kalangon usin onak - dewasa. Hukum
Pidana Anak diamwe dalam UL 5PPA. Ansk  vang
mierniliki konflik dengan hukom distur dalam Pasal |
wynt 3 UL 5PPA, sebagui korban diotor dilam Pasal 1
ayar 4 UL SPPA, dan sebagai saksi diatur dalam Pasal 1
wyut 5 UILD SPPA. jika ada anak pelaku pelans Karena
pembelaan terpaksa, maka proses hukoum akan dilakokan
sesuii dengan svaral pembelaon tempak=a dan juga sisiem
piduny anok,
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